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BABI

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Pelayanan kepada publik adalah tanggung jawab yang

diamanatkan oleh konstitusikepada pemerintah untuk mencapai

kesejahteraanumum.Hubunganeratantarakepentinganpublikdan

kewenanganpemerintahdalam menyelenggarakanpemerintahannya

menjadijelas. Dalam melaksanakan pelayanan, pejabat memiliki

kewenangan yang dikenalsebagaidiskresi.Namun,penggunaan

diskresi ini rentan terhadap praktik pungutan liar, yang dapat

menyebabkan pelayanan yang rumit,tidak efisien,dan memicu

terjadinyapungutanliar(pungli).

Pungutanliaradalahtindakanpengambilankeuntungandiluar

ketentuan hukum yang dilakukan oleh sejumlah pejabatsebagai

penerimadanmasyarakatsebagaipemberi,dalam kontekspelayanan

umum.Praktikpunglisudah menjadirahasia umum dimasyarakat,

dengan kecenderungan meminta upah darimasyarakat.Bahkan,

seringkalimasyarakatmemberikan uang kepada pejabatdengan

sebutan "uang terima kasih".Kebiasaan inimenciptakan persepsi

bahwa tindakan tersebutdianggap wajardalam setiap pelayanan

(Hanafi,2018).

Pungutan liar, yang termasuk dalam tindakan ilegal dan

dikategorikan sebagaiKKN (korupsi,kolusi,dan nepotisme)dapat

dilakukan oleh siapa saja. Faktor-faktor yang mendorong dan
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memberikanpeluangterjadinyapraktikpunglimeliputibirokrasiyang

kompleks, pengumpulan dana secara ilegal, sistem yang tidak

transparan,wewenangyangtidakterkendali,danmotivasikepentingan

pribadiuntukmemperkayadirisendiri(Hanafi,2018).

Melawanpungutanliardengancarayangtepatdapatmenjadi

sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luas, tidak hanya

menciptakantatakelolakeuanganyangsehattetapijugamemperkuat

hubunganantaramasyarakatdanpemerintah.Pencegahanpungutan

liardapatmembantumeningkatkanpendapatandaerah,meningkatkan

pelayanan publik,membangun kepercayaan masyarakatterhadap

pemerintah,dan mendorong partisipasimasyarakatdalam proses

pembangunan.Oleh karena itu,pada tanggal20 Oktober2016,

PresidenRepublikIndonesiamengesahkanPeraturanPresidenNomor

87Tahun2016tentangSatuanTugasSapuBersihPungutanLiar.

Dalam peraturantersebutdijelaskanbahwa"Praktikpungutanliar

merupakanpermasalahanseriusyangperluditanganiolehpemerintah,

karena telah merusak struktur kehidupan sosial,berbangsa,dan

bernegara,sehingga diperlukan upaya pemberantasan yang tegas,

terpadu,efisien,danmampumenimbulkanefekjera."Sebagailangkah

konkretdalam upayapemberantasanpungutanliar,SatuanTugasSapu

BersihPungutanLiar(SatgasSaberPungli)dibentuk.

Satgas Saber Punglijuga memilikitanggung jawab untuk

mengawasiberbagaiprogram pemerintah,termasuk peningkatan

jaminankesehatan,subsidi,danpenyesuaianhargaBBM.Tim Saber
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Punglimemastikanbahwaprogram-program tersebutberjalansesuai

dengansasaranyangditetapkandanberusahamengurangihambatan

sepertipraktekpunglidankorupsi.

Pungli, selain merusak struktur kehidupan berbangsa dan

bernegara,jugamenyebabkantingginyabiayapelayananpublikbagi

masyarakat.Biayapelayananpublikyang tinggidapatmenghambat

pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah(Purnamasari,2022).

Pungutan liarjuga menjadipermasalahan diProvinsiAceh,

terutamadiKotaLhokseumawe.MeskipunSatgasSaberPunglitelah

melakukantindakanpenindakan,namunbelum berhasilmemberikan

efekjerakepadapelakupungliuntukmenghindaripraktikpungutanliar.

Beberapa kasus dugaan pungutan liar masih terjadi di Kota

Lhokseumawe, menjadi perhatian dalam masyarakat setempat

(Saidaqil,2021).

Praktik pungutan liartidak hanya terbatas pada lingkungan

kantor pemerintahan, tetapi juga merambah ke sektor-sektor

masyarakat,sepertipasartradisional,sekolah,tempatwisata,parkirliar,

dan bahkan premanisme.Satuan tugas sapu bersih pungutan liar

bertanggung jawab untukmenghilangkanataumeminimalisirpraktik

pungutanliardiKotaLhokseumawe,sesuaidenganPasal14Perpres

Nomor87Tahun2016.

Menurutpasal14PerpresNomor87Tahun2016,SatgasSaber

Punglimemilikiwewenangdalam membangunsistem pencegahandan
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pemberantasan pungutan liar,mengumpulkan data dan informasi,

mengoordinasikan operasi pemberantasan, melakukan operasi

tangkap tangan,memberikan rekomendasisanksikepada pelaku

pungli,sertamemberikanrekomendasipembentukanunitSaberPungli

disetiap instansipenyelenggarapelayananpublik.Unit-unitkerjadi

dalam satuantugastersebutmencakupunitintelijen,unitpenindakan,

unitpencegahan,danunityustisi.

Sejakdibentuknyatim SaberPunglidiKotaLhokseumawepada

tahun2016hinggasaatini,terdapat2(dua)kasuspungutanliaryang

berhasildiselesaikanmelaluijalurhukum,adapunduakasustersebut

dapatdilihatmelaluitabelberikutini:

Tabel1.1
KasusPungutanLiardiKotaLhokseumawe

No NamaInstansi Perkara

1 Badan Pertanahan NasionalKota
Lhokseumawe

Pungutan Liar tentang
SertifikatTanah

2
2

Kantor Geuchik Kutablang
Kecamatan Banda Sakti Kota
Lhokseumawe

Pungutan Liar oleh
Geuchik terhadap
Masyarakat

Sumber:PolresKotaLhokseumaweTahun2023

Data tersebutmenunjukkan bahwa SatgasSaberPungliKota

Lhokseumawe telah berusaha memerangipungutan liar dikota

Lhokseumawe.Duakasuspungutanliaryangdicatatdalam tabel1.1

telahdiselesaikanhinggatahappersidangan.Selainduakasustersebut,

beberapa pungutan liar lainnya diselesaikan dengan memberikan

penyuluhan dan sosialisasikepada pelaku,dikarenakan nilaibarang

buktipungutanliardibawahRp2.500.000.Perkiraanlokasiterjadinya

pungutanliardiKotaLhokseumawedapatdilihatmelaluitabelberikut
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ini:

Tabel1.2
LokasiDugaanTerjadinyaPungutanLiardiKotaLhokseumawe

No DugaanPungutanLiar DugaanAsalInstansiatauLokasi

1
PungutanParkirLiar DepanPertokoanyang adadiWilayah

KotaLhokseumawe

2
PungutanLiarolehCalo
Imigrasi

KantorImigrasiKotaLhokseumawe

3
Pungutan Liar di
TempatWisata

PantaiRancong,Pioner

4
Pungutan Liar di
InstansiPemerintahan

Kantor Kecamatan, Kantor Geuchik,
Kantor Catatan Sipil, Kantor
disperindagkop,KantorDLH

5
PungutanLiardiPasar
KotaLhokseumawe

Pasar Inpres, Pasar Pusong, Pasar
Batuphat

Sumber:ObservasiPenelitiTahun2023

Berdasarkan data dalam Tabel1.2,terdapatbeberapa lokasi

dugaan pungutan liardiKota Lhokseumawe,yang diperoleh dari

informasimasyarakatsetempat.Pungutan liarmasih terjadikarena

adanya dorongan faktoreksternal,sepertikegiatan,program,atau

pembangunandiinstitusiyang melebihianggaranyang tersedia.Ini

mendorongoknum diinstitusitersebutuntukmelakukanpungutanliar,

bahkandilingkunganinternalinstansi,menyamarkansebagailayanan

publik.

Gambar1.1

PemberitaantentangpunglidiKotaLhokseumawe
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Sumber:beritamerdeka.net

Pungli tidak dapat dibenarkan, terutama jika merugikan

masyarakat.Penyelenggaradaninstitusipelayananpublikseharusnya

bijakdalam menetapkankegiatan,program,danpembangunansesuai

dengan aturan dan anggaran yang ada. Satgas Pungli Kota

Lhokseumawe telah menyediakan fasilitas pelayanan publik untuk

melaporkanpraktikpungutanliarmelaluismscenter.

Masyarakatjugadimintaberperanaktifdalam melaporkanpungli

diwilayahnya,sesuaidengan Pasal12 Peraturan Presiden No.87

Tahun2016.Meskidemikian,realitanya,masyarakatjarangmelaporkan

pungutanliarkepadaSatgasSaberPungli.Olehkarenaitu,penelitianini

dilakukanuntukmengevaluasiefektivitasSatuanTugasSapuBersih

PungutanLiardalam mengurangipungutanliardiKotaLhokseumawe,

mengingat permasalahan tersebut masih belum optimal dalam

penanggulangannya.

1.2 RumusanMasalah

Berdasarkanlatarbelakangdiatas,makarumusanmasalahyang

diambildalam penelitianiniadalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Satuan TugasSapu Bersih

PungutanLiarpadatiap-tiapunitdalam mengurangipungutan

liardiKotaLhokseumawe?

2. ApasajayangmenjadipenghambatefektifitasProgram Satuan

Tugas Sapu Bersih Pungutan Liarpada tiap-tiap unitdalam
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mengurangipungutanliardiKotaLhokseumawe?

1.3 FokusPenelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas,maka fokus dalam

penelitianiniadalah:

1.EfektivitasProgram Satuan TugasSapu Bersih Pungutan Liar

KotaLhokseumawedalam upayapenanggulanganpungutanliar

fokus kajian pada ketepatan waktu,ketepatan sasaran dan

ketepatansumberdaya.

2.PenghambatEfektivitas Program Satuan Tugas Sapu Bersih

PungutanLiarKotaLhokseumawedalam mengurangipungutan

liarfokuskajianpadasumberdayamanusia,saranaprasarana

danfinansial.

1.4 TujuanPenelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan fokus penelitian yang

digunakan,tujuandaripenelitianiniadalah:

1.Menggambarkan pelaksanaan Program Satuan Tugas Sapu

BersihPungutanLiardisetiapunitdalam upayapenanggulangan

pungutanliardiKotaLhokseumawe.

2.Menggambarkan faktor-faktor yang menghambatefektivitas

Program SatuanTugasSapuBersihPungutanLiardisetiapunit

dalam usahanya mengurangi pungutan liar di Kota

Lhokseumawe.
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1.5 ManfaatPenelitian

1. ManfaatTeoritis

a.BagiPenulis

Penelitian iniberguna untuk memperkaya dan meluaskan

pemahamantentang teoriefektivitas,terutamadalam konteks

pelaksanaan fungsi Program Satuan Tugas Sapu Bersih

PungutanLiardiKotaLhokseumawe.

b.BagiMasyarakat

Harapannya,hasilpenelitianinidapatmemberikanpengetahuan

dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya

pembentukanProgram SatgasSapuBersihPungutanLiaruntuk

memberantaspraktikpungliyangdilakukanolehpihaktertentudi

WilayahKotaLhokseumawe.

2. ManfaatPraktis

a.BagiPemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran, saran, dan masukan kepada pemerintah Kota

Lhokseumawe untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakatdan mengurangipungutan liardiinstansi-instansi

pemerintahan.

b.BagiSatuanTugasSapuBersihPungutanLiar

Hasilpenelitianinidapatmenjadimasukanuntukmeningkatkan

kualitaskerjaSatuanTugasSapuBersihPungutanLiarsecara

efektifdan efisien.Inimelibatkan optimalisasipersoneldan
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sarana-prasaranagunamengatasipungutanliardiwilayahKota

Lhokseumawe.

c.BagiAkademik

Penelitian inimemberikan manfaatbagikalangan akademik

sebagaitambahanreferensidalam penelitianselanjutnyayang

akan menganalisis topik serupa mengenaiProgram Satuan

TugasSapuBersihPungutanLiar.




